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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
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NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber
pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna
membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran
serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan
di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak
Daerah dan Reribusi Daerah ditetapkan dalam satu
Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; ‘
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
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dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah
permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi
jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya
sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang  bidang
pertanahan dan bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang
dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasukjasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
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Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau
batuandibawah permukaan tanah.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah MBLB sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu
bara.

Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk
dimanfaatkan.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilandan/atau pengusahaan sarang buruk walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collacolia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas
pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terhutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek
Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib
Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan atau Retribusi dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau
perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
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yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan transaksi perdagangan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang  meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah
Penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah
termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan barang milik Daerah dengan tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas
penerbitan persetujuan Bangunan gedung oleh Daerah.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit
satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak
Pasal 2
Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;

c. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik; dan
3. Jasa Perhotelan.

d. Pajak Reklame;
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PAT;

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;
. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢ angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d
sampai dengan huruf i dipungut oleh Daerah.

5@ o

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
terdiri atas:
a. BBHTB;
b. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik; dan
3. Jasa Perhotelan.
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
Yang dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah  kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor
Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara; atau
barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata
untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan,
panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan,

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan
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untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala,
atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan
atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu
(Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau
yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan
bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Besarnya NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu
objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah
satu objek PBB-P2untuk setiap Tahun Pajak.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah
Daerah.

Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang
berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai
penilaian PBB-P2.
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Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100%
(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen)
pertahun; dan

b. NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan

ternak ditetapkan sebagai berikut:

a. NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per
tahun; dan

b. NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima
persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun

kalender.

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan,

penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal

1 Januari.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah

yang meliputi letak objek PBB-P2.

Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau

Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat
yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada
di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
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Paragraf 2
Pasal 10

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

jual beli;

tukar menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan  putusan  hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai,

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas

Tanahdan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang
dicatat sebagai barang milik negara, atau barang milik
Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan
syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga
tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan
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h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan
dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat.

Pasal 11

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hakatas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hakatas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek
Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

Nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan
hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untukpenunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada
tahun terjadinya perolehan.
Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah
Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4
dan angka S5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan
objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak
kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah
dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap untuk putusan hakim,;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g  pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan
perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat
ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(4) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
ditetapkan berdasarkan  peraturan perundang-undangan  bukan
merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan
bukan objek BPHTB.
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Pasal 16

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan juak beli dan/atau
akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau
akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barangdan jasa tertentu yang meliputi:

a.
b.
A

(1)

Makanan dan/atau Minuman;
Tenaga Listrik; dan
Jasa Perhotelan;

Pasal 19
Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:



a.

b.
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Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian
Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau
peralatan makan dan minum;

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,
pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan
pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan
berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan
penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a.

b.

dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) per tahun;

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak
semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d.

disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat
(lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna
akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(1)

a.

Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara
negara lainnya;

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas
timbal balik;

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo,
pantiasuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi
teknis terkait.

Pasal 21

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢
meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya,
serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa
Perhotelan antara lain:

MR &S00 op

Hotel;

hostel;

vila;

pondok wisata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/guesthouse/bungalo/ resort/ cottage;
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j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

dimaksud pada ayat (1) meliputi: ‘

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan .oleh
pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah; _

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu.

Pasal 23

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh

konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; dan

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT
atas Jasa Perhotelan.

Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang

sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan

PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan

jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 24

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
dan
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang

berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik,
untuk pascabayar; dan

b.  jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang

dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah
Daerah.
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Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tf:naga
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayar-an sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan sebagalrn.fma cﬁmaks.ud
dalam Pasal 23 ayat (2) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib If’aja}k
melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik
untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali :

a. khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab
malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat
puluh persen);

b. khusus tarif PBJT atas mandi uap/spa yang menyatu dengan Hotel
ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. khusus tarif PBJT pada olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga
dan kebugaran yang membawa nama baik Daerah ditetapkan sebesar
9% (lima persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi
sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling
tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25.

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik; dan

C. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa
Perhotelan.

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah

tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa
tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 27

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Reklame papan/billboard/ videotron/megatron;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat/stiker;

d. Reklame selebaran;
e

. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;




(3)

(1)
(2)

(1)
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(3)

(4)

(5)
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f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame film/slide; dan

i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah : o .

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, telews.1, I"adlo,
warta harian,warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenisnya,

¢. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau
profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya
diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau
profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;

€. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik,
sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan
komersial;

f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;

g. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan
konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan atau
Lembaga Organisasi Internasional; dan

h. Reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan
tanah dan diselenggarakan diatas tanah tersebut.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan Reklame.
Pasal 29

Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi
penempatan, waktu penayangan, jangka waktu
penyelenggaraan, Jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

dimaksud pada ayat (3).

Ketentgan mengenai  perhitungan nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).




Pasal 31

saran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung d_engan
(l)cE:ra mengalikan d;sar pengenaan Pajak Rekla'Ine gebagalmana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. o
(2)Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
penyelenggaraan reklame. .
(3)Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penyelenggaraan Reklame. _
(4)Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang
terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame

terdaftar.

Paragraf 5
PAT
Pasal 32

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

. keperluan dasar rumah tangga;

pengairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

peternakan rakyat;

keperluan keagamaan;

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk

konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu

pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak

menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta

lingkungannya; dan

g- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

me a0 g

Pasal 33

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

(1) Dasar pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengpeken hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air
Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian
sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
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jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilandan/atau pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai
perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan

perundang-undangan.

mo a0 oY

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 36

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 37

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang
meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
Cc. Dbatu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f.  batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
. feldspar;
J. garam batu (halite);
k. grafit;
. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
kaolin;
leusit;

O

P

q. magnesit;
r

S

t

u

[
.

mika;
marmer;
. nitrat;
. obsidian;
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V. oker;

w. pasir dan kerikil;

X. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. fosfat;

aa. talk;

ab. tanah serap (fullers earth);

ac. tanah diatom;

ad. tanah liat;

ae. tawas (alum);

af. tras;

ag. yarosit;

ah. zeolit;

ai. basal;

aj. trakhit;

ak. belerang;

al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

am. MBLB lainnya  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat(1), meliputi pengambilan MBLB untuk:

a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan /
dipindahtangankan;

b. keperluan pemancangan tiang listrik /telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya
yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial
dan/atau tidak dijual.

Pasal 38

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai Jual hasil
pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut
tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).




(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)
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Pasal 41

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengeu_'l cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB_ sel?agalmana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. o _
Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
MBLB di mulut tambang. .
Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 42

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan
sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara
bukan Pajak.

Pasal 43

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan
sarang Burung Walet .

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan
sarang Burung Walet .

Pasal 44

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual
sarang Burung Walet .

Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran

umum  sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan
volume sarang Burung Walet .

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

(1)

(2)

Pasal 46

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45.

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
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(3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burl,}ng Walet yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB
Pasal 47
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
Pasal 48
(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan
Pajak terutang dari PKB.
Pasal 49
Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (énam puluh enam persen)
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51
(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB
Pasal 52
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
Pasal 53
(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan

Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
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Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitu.ng denggn cara
mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 57

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu
kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau Jangka waktu lain paling lama
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan
Pasal 58

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk penyediaan penerangan Jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan Jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga
Listrik untuk penerangan Jalan umum.
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Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap
kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.
BAB 111
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 59

Jenis retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan

C.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 60

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan; dan

¢. pelayanan pasar;

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian
detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dj bidang
keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak




Peraturan Bupati ditetapkan. _ . _

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Urr_lum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.. _

(8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan J asa Umum.

(9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-unc.iangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
pelayanan Jasa Umum.

Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,
puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 62

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan  sementara ke lokasi pembuangan  akhir
sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

C. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan
akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

€. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan
Jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c
merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran,
los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

(1) Tingkat peénggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi
layanan, dan/atau Jangka waktu layanan;
b.  pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi

layanan, volume dan /atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
dan
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)
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c. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layan.an, jap_gka
waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas
asar.
Tinglfat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BEJS
Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai
kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif
hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
21

£3r)1'ns1'p dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 dengan tarif Retribusi.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa
Umum.

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 67

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir,
pertokoan,dan tempat kegiatan usaha lainnya;

penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan /vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat

®ao o
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Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
jasa/pelayanan yang diberikan dan Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian
detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinngi.

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan
Bupati ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah,
dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayana Jasa Usaha.

(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf
a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar grosir,
dan fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha
lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas
pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan

hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 71

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha
daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik
Daerah.

Pasal 73

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat
usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat = penginapan/pesanggrahan/villa  diukur
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan
jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau
jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan,

d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis
dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

e. Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan
Daerah.

Pasal 74

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 75

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 dengan tarif Retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan

besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan

dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah

berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur

Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,

tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 76

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ meliputi:

a. PBG; dan

b. Penggunaan tenaga kerja asing.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah,
dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan
yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a
meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
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inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF.
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan
persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG
dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
perubahan fungsi Bangunan gedung;
perubahan lapis Bangunan gedung;
perubahan luas Bangunan gedung;
perubahan tampak Bangunan gedung;
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan
gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau
kesehatan,;
6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan
sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung
cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar
budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan
pekerjaan perawatan.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat,
Pemerintah  Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi
keagamaan/peribadatan.

A g Gl B g

Pasal 78

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga
kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh
instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga
Pendidikan.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan
formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
layanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan
frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
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2. indeks lokalitas;
3. indeks terintegrasi; dan
4. indeks Bangunan gedung terbangun.
b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
1. volume;
2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 80

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian
izin tersebut.

Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan
memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b,
biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan
perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 81

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 dengan tarif Retribusi.
Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan
Retribusi PBG.
Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk Prasarana
Bangunan Gedung.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang
terutang.
Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi
dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus
layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam
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tabel harga satuan Bangunan gedung negara atau standar harga satuan
tertinggi dan indeks lokalitas.

(10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

khusus pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tar.if yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan

(11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan

ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

Pasal 82

Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit
10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga
Listrik untuk penerangan jalan umum.

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen)
untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota
yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

a. penanaman pohon,;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pelayanan BLUD sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BLUD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.
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BAB 1V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 84

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan pg_netapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) c'l_an Wajib Pajzjlk.
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendl'r{
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftgrkan diri
dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. .
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
Daerah.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi SPTPD.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2).

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, surat ketetapan
Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar
tambahan, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 85

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen
elektronik.

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu
langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari
aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur
dalam Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 86

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa sete}ah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat tt_erutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah. . .
Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD
atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), Jangk._a waktu
S (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD atau SPPT.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan /atau Surat Paksa tersebut.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 87

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
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Wajib Retribusi.

Bagian Keempat _ .
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 88

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan
prioritas Penagihan Pajak. . ‘ . '

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk
melakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
erundang-undangan.

giutang lgajak ye;gng tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati. ’
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat
pengawas internal Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 90

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara
Jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b.  kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana
alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari
pembayaran Pajak;

€. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;
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d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program
prioritas Daerah; dan/atau '
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai
program prioritas nasional.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. -
Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam
memberikan insentif fiskal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian
insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan
kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek
Retribusi.

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan /atau objek
Pajak atau objek Retribusi.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati
Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas
tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran,
huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya

oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
Pemeriksaan dalam bidangKeuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
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memberikan keterangan, memperlihatkan bukti_ tertulis dari
atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilgn dalm perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai Qengan
hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksgd pada
ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi
kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif berupa denda.

Sanksi Administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat
(3) ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
dengan STPD untuk setiap SPTPD.

Sanksi Administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan Jjika wajib pajak mengalami keadaan
kahar (Force majeure).

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau
SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan /atau SPTPD
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
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yang tidak benar atau tidak menyampaikan, s:ehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut gpabila telah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang
atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak
yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas lgyanan
yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, dlancgm
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib
Pajak, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97,
dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 100, hanya dapat dilaksanakan
sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan
aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan
untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
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Pasal 102

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah; dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak dan
Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai
berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,
ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM UL,

ttd.

STEFANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : (64.1 1/11/78/7/2023).

’
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan
daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi,
kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian
Urusan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan
wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disusunlah
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada
pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan
berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan
untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayaan
publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama dengan DPRD Kabupaten
Mahakam Ulu telah menetapkan 2 (dua) peraturan daerah yang mengatur
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu peraturan daerah tentang
pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun
sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah
dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak dimana Jenis pajak yang dapat diimplementasikan
di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi 9 (delapan) jenis pajak daerah.
Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah
dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB. Jenis Retribusi Daerah untuk
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi 15 (lima belas) jenis retribusi
daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak
yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yaitu PBJT. Hal ini memiliki
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tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak
daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii)
menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh
lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iiij memudahkan
pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv)
mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi
administrasi perpajakan.

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan
Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat
meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak,
karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan
kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas
penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan
skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah
yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan realisasi APBD
akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk
melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa
Umum yang semula ada 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 3 (tiga) jenis retribusi.
Retribusi Jasa Usaha yang semula 5 (lima) jenis retribusi menjadi 9 (sembilan)
jenis retribusi. Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin IMB, izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkoholdan izin trayek serta izin usaha
perikanan dengan peraturan daerah ini sudah tidak dipungut retribusi. Jenis
Retribusi Tertentu pada peraturan daerah terbaru terdiri dari PBG,
Penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya penyempurnaan
dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan
sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan. pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan. Seluruh
peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang
sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas
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Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil
penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan
pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP
yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase
dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara

bertahap.
Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan
objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata
untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-
nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak
yang digunakan untuk keperluan komersial.
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Huruf ¢

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam

satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat

menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1) NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB
P2 sebesar 60%;

2) NJOP Rp X juta — Rp Y miliar maka persentase dasar
pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;

3) NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan
PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang
dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang
berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut
diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau
bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan
Kabupaten Y.
Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai
batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Ayat (1)

Cukup Jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Pasal 11

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huifuf e
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak
untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah
surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan
terjadinya perubahan nam
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek
BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat
pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan
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kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak
atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢



Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang
difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan
kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi
selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk

persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).
Huruf k

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan 'persewaan ruangan untuk
diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh
pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha

seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri
(ATM) di dalam hotel.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “penjualan, penyerahan barang dan jasa tertentu
oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang
dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang
difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi
Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai
tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada
konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau
pengelolaan melalui platform digital.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
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Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan
penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan
pengambilan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang
dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang
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untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan
Huruf c

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang
berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat
secara berkelompok maupun individu.

Huruf d
Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan
yvang berbasis pada wusaha rakyat/kerakyatan atau
masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada
ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X
di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan
bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan
Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300
juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB
dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD
Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam
Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD
BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S,
ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta

b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta
Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta,
ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat
perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan
pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB
menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan
sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi
atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB.
Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama
bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam
Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB
dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka
dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi
S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta
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Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan
bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran
(regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan
pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai
dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor
yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 52

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 54

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 57

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat
timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk
kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak
dapat terjadi pada:

a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;

b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang
sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang
sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)



Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan
umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan
atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan
umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama
antara pemerintah dan badan usaha.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 61

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran,
medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang
secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.
Pasal 62

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Pemanfaat Aset Daerah antara lain penyewaan tanah dan
bangunan, laboratorium, ruangan, papan visual, dan
kendaraan bermotor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 69

Tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau
aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah,
yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 70

Cukup jelas
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Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang

milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

B0:



Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.
Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 90



Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah
kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang
sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak

sampai dengan batas tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)



Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)
Pasal 103

-65-



Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

Retribusi Pelayanan Kesehatan

A. Labkesda
No Jenis Pelayanan Tarif Retribusi
(Rp)
1 Pemeriksaan Laboratorium Medis
Pemeriksaan Hematologi
Darah Rutin 70.000
LED 17.000
Golongan Darah 15.000
BT 11.000
CT - 11.000
Retikulosit - 24.500
Morfologi Darah 41.500
PT 50.000
APTT 50.000
SEL LE 11.000
Pemeriksaan Kimia Klinik

Bilirubin Total 26.000
Bilirubin Direc 26.000
Bilirubin Indirec 26.000
Protein Total 23.000
Albumin 22.500
Globulin 25.000
ALP 32.000
SGOT 25.000
SGPT 25.000
Ureum 28.000
Creatinin 30.000
Asam Urat 27.000
Cholestrol Total 28.500

L(Iholestrol HDL 70.000
Cholestrol LDL 70.000
LDL Direct 31.000
Trigliserid 50.000
Cholinesterase 97.500
Gula Darah Sewaktuy
Gula Darah Puasa 20.000
Gula Darah 2jpp 20.000
Glukosa Stik — .. 22500

150.000

- 35.000]

35.000




30.000

L

Identifikasi Stre tococcus SP
Identifikasi Salmonella SP

| Identifikasi E.Coli o
lidentiifikasi Klebsiella Pneumoniae

Widal
I[gm Salmonella Tubex 1;2888
Anti Salmonella 1gG/IgM 30'000
Urin Rutin 17'500
Protein Urin g
PP Tes 17.000
PP Tes Titer 52500
Metamfetamin 34.500
Morphin 34.500
Canabinoid 34.500
Bensodiazepine 34.500
Narkoba Paket (3 Parameter) 115.000
Narkoba Paket (5 Parameter) 400.000
HbSAg 28.000
Anti HBs 63.000
Anti HAV 260.000
HCV 111.000
HAV IgG/IgM 205.000
HbSAg ELISA 147.000
Pemeriksaan Imunoserologi
TPHA 27.000
VDRL 44.000
Dengue IgG/IgM 111.000
Antigen NS 1 175.000
HIV 79.000
CD 4 200.000
TSH 145.000
T3 145.000
T4 o 145.000
ICT Malaria 40.000
Mycotex TB/ Antibodi TBC 75.000
Chikungunya Ig M 75.000
ASTO 56.000
RF 53.000
CRP 38.000
RDT Antigen Covid 90.000 |
Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi
Pemeriksaan Parasitologi
Pemeriksaan Parasitologi
Analisis Feases Rutin 55.000
Malaria Metode SADT 30.000
Sampel Feases Positif 20.000
Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih
MPN Coliform 50.000
MPN coli tinja 70.000
| Angka Lempeng Total 60.000
Pemeriksaan Usap Alat Makan 60.000
Pemeriksaan Bakteriologis #
BTA 25.000
Pengecatan Gram 25.000
Identifikasi Stapylococcus SP 80.000




Strain Bakteri (Per Spesies) l

100.000

Pemeriksaan Mikologi

Pemeriksaan Mikroskopis Jamur Makanan 40.000
3 Pemeriksaan Laboratorium Kesmas
Pemeriksaan Fisika
Bau 4.000
TDS 14.000
Kekeruhan 11.500
Rasa 4.500
énhii 4.000
Watiia 11.000
Pemeriksaan Kimia Air
Besi (Fe) 27.000
Mangan (Mn) 27.500
Nitrat 40.500
Nitrit 24.000
Klor 15.000
Flouride 20.000
Kesadahan 17.500
Ph 7.500
Pemeriksaan Air Limbah
BOD 43.500
COD 50.500
Ph 8.500
Ph 53.000 |
Amonia 24.000
Klor 12.000
Mn 19.000
Fe 25.000
Minyak dan Lemak 25.000 |
Suhu 25.000
TSS 18.000
Pemeriksaan Makanan dan Minuman
Pemeriksaan Bakteri E.Colj 100.000
Pemeriksaan sakarin 37.500
Pemeriksaan Borax 35.000
Pemeriksaan Rhodamin B 47.000
Pemeriksaan Formalin 39.000
Pemeriksaan Methyl Yellow 47.000
' Pemeriksaan Siklamat 37.000
Pemeriksaan Benzoat 41.000
Pemeriksaan Kualitas Udara
Mengukur Tingkat Kebisingan 150.000 |
Mengukur Pencahayaan 10.000
Suhu 10.000
Mengukur Kelembapan Udara 10.000
Mengukur Kecepatan Angin 10.000
4 Pemeriksaan Laboratorium PCR

RT-PCR

275.000



II. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

No Objek Retribusi Tarif Retribusi (Rp)
1 | Rumah Tangga 2.000/bulan
2 | Bisnis
~Kecil 150/kg 50.000/m3
- Sedang 150/kg 50.000/m3
- Besar 200/kg 60.000/m3
Fasilitas masyarakat milik
3 | swasta
- Kelas 1 20.000/m3
- Kelas 2 50.000/m3
- Kelas 3 60.000/m3
4 | Industri
- Industri Kecil / Sedang 50.000/m3
- Industri Menengah / Besar 60.000/m3
Keterangan :
Apabila Industri membuang
langsung ke TPA menggunakan
armada sendiri
- Industri Kecil / Sedang 2.000/m3
- Industri Menengah / Besar 3.000/m3
5 | Umum
- Kelas 1 50.000/m3
- Kelas 2 50.000/m3
- Kelas 3 60.000/m3
Pedagang Kaki Lima yang berada di
Jalan Kabupaten dan tidak
6 | mengganggu kegiatan/aktifitas 1.000/kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai aturan
yang berlaku
Pedagang yang berada di kegiatan Event
dan tidak mengganggukegiatan / aktifitas 5
6 Pemerintah GEATEEmER / 3.000/kegiatan
Daerah sesuai aturan yang berlaku
7 | Penyedotan Kakus/Sedot WC
- Dalam Kota 100.000
- Luar Kota 150.000
Keterangan:

Rumah Tangga= Rumah warg

a yang menghasilkan sampah.

Bisnis = Rumah makan. hotel. toko. tempat hiburan. dan kegiatan lainyang

Fasilitas Milik Masyarakat = Sekolah Swasta. universitas

bersifat komersil.

rumah sakit swasta. yayasan dan lain-lain.
Industri = Kegiatan industri.

Umum = Perkantoran. perusahan umum (Perum). dll

/perguruantinggi.




[11. Retribusi Pelayanan Pasar.
A. Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat

No | Kelas Pasar. Besarnya Retribusi (Rp) Lokasi Pasar
danKegiatan Fasilitas Pasar
Usaha Kios/ Los/m?/hari | Pelataran/
m?2/hari m?/hari
1 | Pasar Rakyat 2.000 3.000 5.000
Tipe Utama -
2 | Pasar Rakyat 2.000 3.000 5.000
Tipe A =1
3 Pasar Rakyat 2.000 3.000 5.000
TipeB | R
4 Pasar Rakyat 2.000 3.000 5.000
Tipe C
5 Pasar Rakyat 2.000 3.000 5.000
| | TipeD

B. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

Obyek Retribusi [ Tarif Ket ]
Retribusi |
S N N
Ternak Besar (Sapi. Kerbau) per 7.000 | Setiap berdagang “
ekor [
Ternak Kecil (Kambing, babi) per 4.000 | Setiap berdagang
ekor

Ternak Unggas (Ayam. bebek. angsa. burung. dlIl)
1-10 ekor s

11-20 ekor

21-30 ekor
00O

Dan seterusnya setiap bertambah 10 ek

3.000.-
— e

3.000 | Setiap berdagang
6.000 | Setiap berdagang
10.000 | Setiap berdagang
or. tarif bertambah Rp

BUPATI MAHAKAM ULU

ttd.
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LAMPIRAN 1I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
[. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan

Usaha BerupaPasar Grosir. Pertokoan. Dan Tempat Kegiatan
Usaha Lainnya.

[ Jenis Penyediaan Satuan . Keterangan
No | Tempat Kegia{ican Usaha | Pemakaian Tanf (Rp)
Tempat Kegiatan Usaha Menyesuaikan
1. | Dalam Wilayah /m?2/hari 5.000.-|Luas (dibayar
Kabupaten Mahakam setiap awal
Ulu tahun)

II. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Penginapan

" No Uraian Peruntukan Satuan Tarif (Rp)
1. | Sewa Hotel/Wisma |[umum /hr/kamar 150.000.-

III. A. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

Ternak.
No Jenis Hewan Ternak Satuan Besar Tarif (Rp)
1 | Sapi atau Kerbau ekor 25.000.-
2 | Kambing atau Babi ekor 20.000.-

B. Struktu dan Besaran Tarif pelayanan Pemeriksaan kesehatan

hewan/ternak
No Jenis Pelayanan Tarﬁ(gg;mbum
Pelayanan Pasif
1 |Terapi Hewan Kesayangan 30.000
2 |Terapi Ternak Kecil Dewasa 30.000
3 |Terapi Ternak Kecil Muda 25.000
4 |Terapi Ternak Besar Dewasa 40.000
S |Terapi Ternak Besar Muda 35.000
Tindakan Operasi Mayor
" 1 [Operasi Hewan Kecil 60.000
2 |Operasi Hewan Besar 200.000
3 |Operasi Hewan Kesayangan 175.000
Tindakan Operasi Minor
1 |Operasi Hewan Kecil 40.000
2 |Operasi Hewan Besar 90.000
3 |Operasi Hewan Kesayangan 100.000
LTindakan Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Besar




1 IPemeriksaan Hewan Besar

25.000

I

Tindakan Pemeriksaan Dan Terapi Penanggulangan Gangguan

Reproduksi
1 |Ternak Besar 150.000
2 |[Ternak Kecil 60.000
—Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah
1 |Unggas komersil 200
2 |Hewan kesayangan unggas hias/aduan 3.500
3 |Hewan kesayangan non unggas 3.500
4 |Ternak besar 3.500
5 |Ternak kecil 3.500
6 |(Hewan eksotis o 3.500
- |Hewan Liar/satwa liar 3.500

IV.Struktur dan Besaran Tarif Pe
Pemerintah Daerah.

A. Bibit Tanaman atau Benih Tanaman

njualan Hasil Produksi Usaha

No | Bibit Tanaman atau Benih Satuan Tarif (Rp)
Tanaman

1. | Benih Padi Per 10.000.- |
- Benih Pokok Kilogram Per 10.000.-{
- Benih Sebar Kilogram

2. | Bibit Pisang _ | Per Bibit 10.000.- |

B. Hasil Pertanian

No Jenis Produksi Satuan Tarif (Rp)
Durian Lokal Per Butir S5.000.-
Durian montong Per

g\‘&%
Jambu Citra Per

. Kilogram
Per
Kilogram

C. Hasil Perikanan

No JENIS PRODUKS]I

1. Ikan Karper

| Per ekor ]
Per ekor

Per

. Kilogram |

Per

| Kilogram |

Per ekor

Per ekor
Per ekor

Per ekor

TARIF (Rp)




c. 5-8 cm Per ekor 400,-
B 4. Ikan Bawal
a. 1-3 cm Per ekor 400,-
b. 3-5 cm Per ekor 500,-
c. 5-8 cm Per ekor 650,-
S. Ikan Gurame
a. 1-3 cm Per ekor 400,-
b. 3-5 cm Per ekor 900,-
c. 5-8 cm Per ekor 2.000,-

V. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan

BMD ditetapkan dengan ketentuan:

a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif
sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan
faktor penyesuai sewa;

b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama
Jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam
rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan
hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG
berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk
oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan
infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan
yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BUPATI MAHAKAM ULU

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH
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LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
. Bagunan Gedung
A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung

ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan
Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It)
dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan
rumus:

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

2) Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung
(I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan
rumus:

V x I x Ibg x HSpbg

3) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a nomor
3 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari
bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor
kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

Ifx3 (bp xIp) x Fm

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST
Bangunan Gedung Negara Sederhana.

C. Indeks Lokalitas
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Bobot
Paramete

r (bp)

Indeks
Parameter

(Ip)

Parameter

a.Sederhana

b.Tidak
Sederhana

a. Non Permanen

_|b. Permanen




2
Hunian <100 m? | 0,15 | Ketinggian 0,5 *)mengikuti *)menglku
dan < 2 lantai Tabel Koefesien | ti T?.bel
Hunian >100 m? | 0,17 jumlah lantai Koefemen
dan > 2 lantai Jumla.Lh
Keagamaan 0 lantai
Fungsi Khusus 1
Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan a.Negara 0
Ganda/Campura (Fm) b Peroranga
n Luas <500 m? 0,6 n/ 1
dan < 2 lantai Badan Usaha
Luas >500 m? 0,8
dan > 2 lantai

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan

Indeks BG Terbangun

Bangunan Gedung Baru

1

Rehabilitasi/Renovasi Bangunan
Gedung
a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225
b. Berat - 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian /Pemugaran
a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325
b. Madya 0,45 x 50% = 0,225
c. Utama 0,30 x 50% = 0,150
F. Koefesien Jumlah Lantai
Tabel Koefesien Jumlah Lantai
Jumlah Lantai Koefesien | [ﬁ_¥L7 7_L 1,508 ]
Jumlah Lantai 18 1,525
Basemen 3 Lapis + 1,393 + 0,1 (n) 19 1,541
- (n) 20 1,556
Basemen 3 Lapis 1,393 21 1,570
Basemen 2 Lapis 1,299 22 1,584
Basemen 1 Lapis 1,197 23 1,597
1 1 24 1,610
2 1,090 25 1,622
5 | 1,120 26 1,634
L 4 1,135 27 1,645
S 1,162 28 1,656
6 1,197 29 1,666
7 1,236 30 1,676
8 1,265 Jumlah Lantai Koefesien
9 1,299 Jumlah Lantai
10 1,333 ] 31 1,686
11 1,364 32 1,695
12 1,393 33 1,704 |
13 1,420 34 1,713
14 1,445 35 1,722 |
15 1,468 o 36 1.730
| 16 | 1,489 | 37 1,738 }




51 1,828
52 1,833
53 1,837
54 1,841
55 1,845
56 1,849
57 1,853
58 1,856
59 1,859
60 1,862
60+(n) 1,862+0,003 (n)

38 1,746
39 1,754
40 1,761
41 1,768
42 1,775
43 1782
44 1,789
45 1,795
46 1,801
47 1,807
48 1,813 |
49 1,818
S50 1,823
Keterangan :

* Untuk basement disebut Koefesien jumlah lapis;
¢ Untuk lantai disebut Koefesien jumlah lantai;

» Koefesien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai

atau lapis basement pada bangunan Gedung;
e Diatas 3 lapis basement, koefesien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
 Diatas 60 lantai, koefesien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

Keterangan :

e LLi
e KL
e LBi:
e KBi:

: Luas lantai ke-i

: Koefesien jumlah lantai
Luas Basemen ke-i
Koefesien jumlah lapis

G. Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi Indeks Bp xIp Klasifikasi dan Parameter
Rumah 0,15 0,3x1=0,3 Kompleksitas Sederhana
Tinggal

0,20 x 2,00 =|Permanensi Permanen
0,40

0,50 x 1,00 = Ketinggian 1 lantai
0,50

Y(bp xIp) = Kepemilikan perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,15x 1,2 x 1 = 0,18

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi Indeks Bp x Ip Klasifikasi dan Parameter
Gereja 0,0 0,3 x 2,00 =0,60 Kompleksitas Tidak
Sederhana

0,20 x 2,00 =|Permanensi Permanen
0,40
0,50 x 1,90 = Ketinggian 2 lantai
0,545
Y(bpxIp) = Kepemilikan perorangan
1,545

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
mldeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0




3. Fungsi Usaha

Fungsi Indeks Bp xIp Klasifikasi dan Parameter
Mall 1 0,3 x 2,00 =0,60 | Kompleksitas |: | Tidak
Sederhana

0,20 x 2,00 = 0,40 | Permanensi Permanen
0,50 x 1,265 =|Ketinggian 8 lantai
0,6325
Y(bp xIp) = Kepemilikan Badan Usaha
1,6325

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,6325x 1 = 1,6325

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus
1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Ujoh Bilang

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (LIt) : 36 m?
Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Ujoh Bilang
Kepemilikan : pribadi

Indeks Lokalitas : nilai 0,3%

Fungsi Indeks BpxIp Klasifikasi dan Parameter
Rumah 0,15 [0,3x1=0,3 Kompleksitas | : | Sederhana
Tinggal

0,20 x 2,00 =|Permanensi Permanen
0,40

0,50 x 1,00 = Ketinggian 1 lantai
0,50

Y(bpxIp)=1,2 Kepemilikan perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15x 1,2 x 1 = 0,18

N

Cara perhitungan nilai

Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHsﬂ
X Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun

36 x (0,3% x Rp. 3.400.000,-) x 0,18 x 1

Rp. 66.096,-

2. Studi kasus Gedung restoran baru di Ujoh Bilang

Data Bangunan

Fungsi

Luas Bangunan (LIt) :

Ketinggian

Lokasi

Kepemilikan
Indeks Lokalitas

: Usaha

738 m*?

: 3 lantai

: Ujoh Bilang
: pribadi

: nilai 0,3%

Fungsi Indeks BpxIp Klasifikasi dan Parameter
Usaha 0,7 [0,3x2=0,6 Kompleksitas | : | Tidak ]
Sederhana
0,20 x 2,00 =|Permanensi Permanen
| 0,40




0,50 x 1,12 =|Ketinggian . | 3 lantai ]
0,56
Y(bp xIp) = 1,56 | Kepemilikan |: | perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092

Cara perhitungan nilai |: | Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST)
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun

738 x (0,3% x Rp. 3.400.000,-) x 1,092 x 1

Rp. 8.220.139,2,-

I. Penghitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan:
\Y = Volume
| = Indeks prasarana bangunan Gedung
Ibg = Indeks BG Terbangun
HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung
'No | Jenis Banguna | HSpbg Pemba | Rusak Rusak
Prasarana n (dalam Rp) | ngunan | Berat/Pekerjaan Sedang/Peker;j
Baru Konstruksi aan
Sebesar 65% Konstruksi
dari Bangunan Sebesar 55%
Gedung dari Bangunan
Gedung
Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6 7
1 Konstruksi Pagar ...Mm 1,00 0,65 x 50% =(0,45 x 50% =
Pembatas/Pen 0,325 0,225
ahan/Pengam | Tanggul/r ... Mm 1,00 0,65 x 50% =0,45 x 50% =
an etaining 0,325 0,225
wall - ]
Turap ...Mm 1,00 10,65 x 50% =[0,45 x 50% =
batas 0,325 0,225
kaveling/
persil
2 | Konstruksi Gapura ... m? 1,00 |0,65 x 50% =(0,45 x 50% =
penanda 0,325 0,225
masuk lokasi | Gerbang ... m? 1,00 |0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
0,325 0,225
3 | Konstruksi Jalan ven 112 1,00 (0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
perkerasan 0,325 0,225
Lapangan ... m? 1,00 0,65 x 50% =[0,45 x 50% =
upacara 0,325 0,225
Lapangan ... m? 1,00 /0,65 x 50% =]0,45 x 50% =
olahraga 0,325 0,225
terbuka
4 | Konstruksi ... m? 1,00 0,65 x 50% =/0,45 x 50% =
perkerasan 0,325 0,225
Aspal, Beton
S | Konstruksi o 1,00 | 0,65 x 50% =0,45 x 50% =
perkerasan 0,325 0,225
grassblock
6 | Konstruksi Jembatan ... m2 1,00 |0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
penghubung 0,325 0,225
Box vos T2 1,00 |0,65 x 50% =[0,45 x 50% =




culvert 0,325 0,228

7 | Konstruksi . m? 1,00 /0,65 x 50% =(0,45 x 50% =
penghubung 0,325 0,225
(jembatan
antar Gedung)

8 | Konstruksi . m? 1,00 |0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
penghubung 0,325 0,225
(jembatan
penyeberanga
n
orang/barang)

9 | Konstruksi « I0* 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
penghubung 0,325 0,225
(jembatan
bawah
tanah/underp
ass)

10 | Konstruksi Kolam . m? 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
kolam/reservo | renang 0,325 0,225
ir bawah | Kolam . m? 1,00 (0,65 x 50% ={0,45 x 50% =
tanah pengolah 0,325 0,225

an air
reservoir
di bawah
tanah

11 | Konstruksi . m? 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
septic tank, 0,325 0,225
sumur
serapan , )

12 | Konstruksi Menara ..per5m?| 1,00 [0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
menara reservoir 0,325 0,225

Cerobong | ... per 5 m? 1,00 (0,65 x 50% =(0,45 x 50% =
0,325 0,225

13 | Konstruksi ... per 5 m? 1,00 (0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
Menara air 0,325 0.225

14 | Konstruksi Tugu ... unit 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
Monumen . 0,325 0,240

Patung ... unit 1,00 (0,65 x 50% =|0,45 x 50% =
0,325 0,225

Di dalam v AL 1,00 (0,65 x 50% =(0,45 x 50% =

ersil 0,325 0,225

Di luar ... unit 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50% =

persil 0,325 0,225

15 | Konstruksi Maksimum
intalasi/Gardu 10m?,
listrik apabila

unit lebih
dari 10m?
dikenakan
biasa
tambahan
per m?
Instalasi oo WTL 1,00 (0,65 x 50% ={0,45 x 50% =
telepon/k (luas 0,325 0,225
omunikas | maksimum
i 10m?),
apabila

unit lebih




dari 10m?
dikenakan
biasa
tambahan
per m?
Instalasi s, WAL 1,00 |065 x 50% 0,45 x 50% =
pengolah (luas 0,325 0,225
an maksimum
10m?),
apabila
unit lebih
dari 10m?
dikenakan
biasa
tambahan
per m?

16 | Konstruksi Billboard e URIIE 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =
reklame/papa | papan 0,325 0,225
n nama iklan

Papan ... unit dan 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =
nama penambah 0,325 0,225

(berdiri annya

sendiri

atau

berupa

tembok

pagar)

17 | Pondasi mesin ... unit 1,00 (0,65 x 50% 0,45 x 50% =
(diluar mesin 0,325 0,225
bangunan)

18 | Konstruksi s WOt 1,00 (0,65 x 50% 0,45 x 50% =
Menara (tinggi 0,325 0,225
televisi maksimal

100m),
selebihnya
dihitung
kelipatann
ya)

19 | Konstruksi 1,00 [0,65 x 50% 0,45 x 50% =
antena radio 0,325 0,225
1) Standing Ketinggia .. unit 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =

tower dengan | n 25-50m 0,325 0,225
konstruksi Ketinggia .. unit 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =
3-4 kaki n 51-75m 0,325 0,225 ]
Ketinggia ... unit 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =
n 76- 0.325 0,225
100m
Ketinggia .. unit 1,00 |0,65 x 50% 0,45 x 50% =
n 100- 0,325 0,225
125m
Ketinggia .. unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50% =
n 126- 0,325 0,225
150m
Ketinggia o TITTLE 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50% =
n 126- 0,325 0,225
150m
Ketinggia .. unit 1,00 (0,65 x 50% 0,45 x 50% =
n >150m 0,325 0,225




2) Sistem guy Ketinggia ... unit 1,00 (0,65 x 50% ={0,45 x 50%
wire/bentang | n 0-50m 0,325 0,225 .
kawat Ketinggia < WML 1,00 {0,655 x 50% =1|0,45 x 50%

n 51-75m 0,325 0,225
Ketinggia s UNIL 1,00 |0,65 x 50% =]|0,45 x 50%
n 76- 8,325 0,225

100m

Ketinggia oo TN 1,00 10,65 x 50% =|0,45 x 50%
n diatas 0,325 0,225

100m

20 | Konstruksi Menara bersama

antenna (tower | Ketinggia ... unit 1,00 10,65 x 50% =]0,45 x 50%

telekomunikas | n <25m 0,325 0,225

i) Ketinggia vis. XITHLL 1,00 [0,65 x 50% =]0,45 x 50%

n 25-50m 0,325 0,225
Ketinggia ... unit 1,00 (0,65 x 50% =|0,45 x 50%
n >50m 0,325 0,225
' Menara Mandiri
Ketinggia ... unit 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50%
n <25m 0,325 0,225
Ketinggia ... unit 1,00 0,65 x 50% =045 x 50%
n 25-50m 0,325 0,225
Ketinggia ... unit 1,00 [0,65 x 50% =|0,45 x 50%
n >50m 0,325 0,225
21 | Tangki tanam ... unit 1,00 |0,65 x 50% =/0,45 x 50%
bahan bakar 0,325 0,225
22 | Pekerjaan 1. Sal ...Mm 1,00 [0,65 x 50% =|0,45 x 50%
drainase uran £,325 0,225
(dalam persil) | 2. Kolam ... Mm 1,00 10,65 x 50% =|0,45 x 50%
tampung 0,325 0,225
23 | Konstruksi ... m 1,00 0,65 x 50% =|0,45 x 50%
penyimpana/s 0,325 0,225
ilo
Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung
ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Perhitungan Besaran tarif retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah: Tarif
Retribusi dikali lamanya masa berlaku dikali dengan nilai kurs:

Tarif Retribusi PTKA = 100 $ X Masa Berlaku X Nilai Kurs

Keterangan :

(1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja
asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US$ 100 (seratus dolar
Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan
dan dibayarkan di muka.

(2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga Kkerja
asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa




pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US$
100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata
uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
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